
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

No.  353 K/Pdt .Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  dalam t i ngka t  

kasas i  te lah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

HARYO PADMO ASMONO,  Pimpinan  PT.  Ganda  Sar ibu  

Utama,  bera lamat  di  Ja lan  Bin ja i  km 12,5  Desa  

Puj i  Mulyo ,  Kec.Sungga l ,  Kab.De l i  Serdang,  da lam 

hal  in i  member i  kuasa  kepada  Armiden  Si l i t o nga ,  

SH. ,  Advokat /Pengacara ,  pada  Kanto r  Konsu l t an  

Hukum  dan  Ketenagaker j aan  L i  To  Nga  Patners ,  

berkan to r  d i  Ja lan  Bunga  Ste l l a  I  No.  40,  

Kelu rahan  Simpang  Selayang ,  Medan,  berdasarkan  

sura t  kuasa  khusus  tangga l  13 Apr i l  2009;

Pemohon Kasas i  dahu lu  Tergugat  /  Pengusaha;

m e l  a w a n :

NASIRUN,  bera lamat  di  Dusun  V Desa  Puj i  Mulyo ,  

Kec.Sungga l ,  Kab.De l i  Serdang,  da lam  hal  in i  

member i  kuasa  kepada  El i kana  Hulu ,  SH,  

Advokat /Pengacara ,  berkan to r  d i  Ja lan  Gato t  

Subro to  km 7,5  Pasar  I I  No.2- F Medan,  berdasarkan  

sura t  kuasa  tangga l  14 Oktober  2008 

Termohon Kasas i  dahu lu  Penggugat  /  Peker ja ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa sekarang  Termohon  Kasas i  dahulu  sebaga i  Penggugat  /  

Peker j a  te lah  menggugat  sekarang  Pemohon  Kasas i  dahu lu  

sebaga i  Tergugat  /  Pengusaha  d i  muka pers i dangan  Pengad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Medan  pada  

pokoknya  atas  da l i l - da l i l  :

Bahwa Penggugat  ada lah  karyawan/Peker j a  pada  PT.Ganda  

Sar ibu  Utama  mula i  pada  tangga l  14- 12- 1993  sampai  pada  

tangga l  3- 10- 2007  memi l i k i  masa ker j a  13 tahun  11 bu lan  20  
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har i ,  dan  mener ima  upah  sebanyak  Rp.820 .000  (de lapan  ra tus  

dua puluh  r i bu  rup iah )  set i ap  bu lan ;

Bahwa  Penggugat  se lama  13  ( t i g a  be las )  tahun  leb ih  

sebaga i  karyawan  PT.  Ganda Sar ibu  Utama di  bag ian  produks i  

ada lah  berke lakuan  baik  yakn i  patuh / t aa t  pada  atu ran  dan  

keten tuan  yang  ber laku  ha l  te rsebu t  te rbuk t i  Penggugat  

t i dak  pernah  mener ima  Sura t  Per inga tan  (SP)  dar i  Tergugat ;

Bahwa  pada  tangga l  3- 10- 2007  sek i t a r  puku l  11.00  

s iang ,  Tergugat  memanggi l  Penggugat  datang  kekanto rnya ,  

set i banya  d isana  Penggugat  kaget  karena  Tergugat  

menyodorkan  Sura t  Pernya taan  Pengunduran  d i r i  yang  te l ah  

dipe rs i apkannya  dan  apab i l a  mau menandatangan i  d ibe r i kan  

uang  sebanyak  Rp.5 .000 .000  ( l ima  ju t a  rup iah )  sebaga i  uang  

pisah  (good  wi l l ) ,  maka  permin taan  Tergugat  te rsebu t  

Penggugat  menolak  karena  uang  sebanyak  Rp.5 .000 .000  ( l ima  

ju ta  rup iah )  t i dak  pantas / l a yak  diband ing  masa  ker j a  

Penggugat  se lama 13 ( t i ga  belas )  tahun  leb ih ;

Bahwa  se lan ju t nya  pada  tangga l  5- 10- 2007,  Penggugat  

mencoba  datang  pada  PT.Ganda  Sar ibu  Utama  dengan  maksud  

untuk  beker j a  sebaga imana  biasanya ,  akan  te tap i  kehad i ran  

Penggugat  d i l a rang  oleh  Tergugat  mela lu i  p ike t  yang  bernama 

Iwan  dan  sta f  bernama  Lely ,  ak iba t  peno lakan  te rsebu t  

Penggugat  kembal i  kerumahnya  dengan  perasaan  kecewa karena  

Tergugat  t i dak  mengharga i  jasa  Penggugat  se lama  13  ( t i g a  

belas )  tahun  leb ih  beker j a  sebaga i  karyawan  pada  PT.  Ganda 

Sar ibu  Utama yang  d ip imp in  Tergugat ;

Berdasarkan  hal - ha l  yang  diu ra i kan  te rsebu t  d ia tas  

t i ndakan  Tergugat  te rhadap  Penggugat  ada lah  perbua tan  

melawan  hukum (onrech t  mat ige  overhe id  daad)  oleh  karena  

per i s t i wa  Pemutusan  Hubungan Ker ja  (PHK)  Penggugat  pada PT.  

Ganda  Sar ibu  Utama,  o leh  Tergugat  se laku  p impinan  t i dak  

member ikan  hak- hak  Penggugat  sesua i  menuru t  keten tuan  Pasa l  

164  ayat  (3 )  Undang- Undang  Tenaga  Ker ja  No.13  Tahun  2003  

buny inya  : "Pengusaha  dapat  melakukan  Pemutusan  Hubungan  

Ker ja  (PHK)  te rhadap  Peker j a /Bu ruh  karena  perusahaan  tu tup  

Disclaimer
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bukan  karena  mengalami  kerug ian  2  (dua)  tahun  ber tu ru t -

tu ru t  atau  bukan  karena  keadaan  memaksa  (FORCE MAJEUR) 

te tap i  perusahaan  melakukan  ef i s i ens i ,  dengan  keten tuan  

Peker j a /Bu ruh  berhak  atas  uang  pesangon  sebesar  2  (dua)  

ka l i  keten tuan  Pasal  156  ayat  (2 )  uang  penghargaan  masa 

ker j a  sebesar  1  (sa tu )  ka l i  keten tuan  Pasa l  156  ayat  (3 )  

dan  uang  penggant i an  hak  sesua i  keten tuan  pasa l  156  ayat  

(4 ) ;

Bahwa  oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  te rhadap  

Tergugat  cukup  bera lasan  secara  hukum  ataupun  menuru t  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  o leh  karena  t i ndakan  

Tergugat  menimbulkan  kerug ian  kepada  Penggugat  yakn i  

keh i l angan  Peker j aan  dan  t i dak  mendapat  hak  yang  

pantas / l a yak  menuru t  keten tuan  yang  ber laku ,  ha l  mana 

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  1365 KUHPerdata  buny inya  :  

"T iap  perbua tan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerug ian  

kepada  orang  la i n ,  mewaj ibkan  orang  yang  karena  sa lahnya  

menerb i t kan  kerug ian  i t u ,  menggant i  kerug ian  te rsebu t " ;

Bahwa atas  t i ndakan  Terguga t  memutuskan  Hubungan Ker ja  

Penggugat  yang  menimbulkan  kerug ian  kepada  Penggugat ,  maka 

pada  tangga l  7 Mei  2008  mela lu i  kuasanya  dar i  Bi ro  Bantuan  

Hukum Karya  Bhakt i  Nusanta ra ,  menggugat  Tergugat  d i  Dinas  

Tenaga  Ker ja  dan  Transmigras i  Kabupaten  Del i  Serdang  

menuru t  wi layah  kedudukan  Tergugat  ya i t u  J ln .  Bin ja i  km 

12,5  Desa Puj i  Mulyo  Rejo ,  Kab.De l i  Serdang ;

Bahwa  gugatan  te rsebu t  te l ah  diupayakan  oleh  p ihak  

Dinas  Tenaga  Ker ja  dan  Transmigras i  Kab.  Del i  Serdang  

mela lu i  perund ingan  (Tr i pa r t i )  da lam  perund ingan  Tergugat  

mela lu i  kuasanya  menyatakan  :

1.1. Membenarkan  Penggugat  benar  karyawan  PT.  Ganda  Sar ibu  

Utama,  mula i  beker j a  tahun  1993  pada bagian  produks i  dan  

mener ima  upah Rp.820.000 /bu lan  ;

2.2. Akiba t  kr i s i s  perekonomian  saat  in i  dan  naiknya  harga  

kebutuhan  untuk  produks i  dan  te rus  menerus  perusahaan  

mengalami  kerug ian ,  maka  untuk  i t u  dengan  sangat  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyesa l  perusahaan  t i dak  bisa  lag i  untuk  meneruskan  

produks inya  ;

3.3. Bahwa atas  dasar  te r sebu t  perusahaan  t i dak  mampu untuk  

member ikan  uang  pesangon  sesua i  yang  dia tu r  o leh  Undang-

undang  No.13  Tahun  2003  karena  kond is i  perusahaan  sudah  

pai l i t  ;

Bahwa  alasan  Tergugat  te rsebu t  t i dak  didukung  bukt i  

yang  kuat  sebaga imana  d imaksud  dalam  Pasa l  164  ayat  (2 )  

Undang- Undang  No.13  Tahun  2003  buny inya  :  "Kerug ian  

perusahaan  harus  dibuk t i k an  dengan  laporan  keuangan  2 (dua)  

tahun  te rakh i r  yang  te l ah  diaud i t  o leh  akuntan  pub l i k " ;

Bahwa  atas  hal  te rsebu t  p ihak  Media to r  da lam 

per t imbangannya  sebaga i  ber i ku t  :

1.1. Bahwa  pihak  Peker j a  harus  dapat  mel iha t  kond is i  

perusahaan  yang  benar - benar  sedang  su l i t ,  untuk  i t u  

dimin ta  kepada  Peker j a  agar  dapat  memper t imbangkan  

tawaran  Pengusaha  ten tang  pember ian  uang p isah  ;

2.2. Bahwa  Pengusaha  agar  dapat  mempert imbangkan  pember ian  

uang  pisah  te rhadap  Peker j a ,  d imana  Peker j a  te lah  

beker j a  d i  Perusahaan  PT.  Ganda  Sar ibu  Utama ±13  tahun  

dan  tawaran  uang  p isah  sebesar  Rp.5 .000 .000  ( l ima  ju t a  

rup iah )  yang  d ibe r i kan  Pengusaha  te rsebu t  t i dak  sesua i  

dengan  lamanya  Peker j a  te lah  mengabdi  d i  perusahaan  

PT.Ganda Sar ibu  Utama;

3.3. Bahwa  tun tu tan  Peker ja  untuk  mendapatkan  pesangon  dan  

uang  jasa  da lam  hal  in i  Pegawai  Media to r  dapat  

mendukungnya  ;

Bahwa  se lan ju t nya  pihak  Media to r  da lam  anju rannya  

sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa sesua i  dengan  pendapat  dan  per t imbangan  Pegawai  

Media to r  te rsebu t  d ia tas ,  d ian ju r kan  kepada  Pengusaha  untuk  

membayarkan  hak- hak  Peker j a  sesua i  dengan  Undang- Undang  

No.13  Tahun  2003  Pasa l  156  ayat  (2 ) ,  (3 )  dan  (4 )  dengan  

per i nc i an  sebaga i  ber i ku t  :

• Uang pesangon  :  2 x  9 x  Rp.820 .000 , -  Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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14.760 .000

• Penghargaan  masa ker j a  :  4 x Rp.820.000 , -  Rp.  

3.280 .000

• Penggant i  perumahan dan peroba tan  :  15 % x  Rp.18 .040 .000

Rp.  

                                                                                                     2.706 .000  

Jumlah Rp.

20.746 .000

(dua  puluh  ju ta  tu juh  ra tus  empat  pu luh  enam  r i bu  

rup iah )

Bahwa  anju ran  te rsebu t ,  p ihak  Media to r  menganju rkan  

agar  Pengusaha  dan  Peker j a  menjawab  secara  te r t u l i s  

mener ima  atau  menolak  anju ran  pal i ng  lama 10 (sepu luh )  har i  

te rh i t ung  se jak  mener ima  Sura t  Anjuran ,  an ju ran  te rsebu t  

Peker j a  /Penggugat  mener ima,  akan  te tap i  Tergugat  t i dak  

melaksanakan  dengan  et i ka  baik  kepada  Penggugat  (Peker j a )  ;

Bahwa  berdasarkan  hal  te rsebu t  d ia tas  Penggugat  

mengkhawat i r kan  et i ka  baik  Tergugat  mau melaksanakan  dengan  

suka  re la  i s i  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum te tap  

nant i nya  dalam perkara  in i ,  maka untuk  i t u  mohon Pengad i l an  

Hubungan Indus t r i a l  pada Pengad i l an  Neger i  Medan mele takkan  

s i t a  jaminan  (Conserva to i r  Beslaag)  atas  har ta  mi l i k  

Tergugat ,  ba ik  barang  bergerak  maupun  barang  t i dak  

bergerak ;

Bahwa agar  nant i nya  Terguga t  mau melaksanakan  dengan  

suka  re la  i s i  putusan  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap ,  

da lam  perkara  in i  mohon  agar  Maje l i s  Hakim  pemer iksa  

perkara  in i  menghukum Terguga t  untuk  membayar  uang  paksa  

(dwangsom)  sebanyak  Rp.100.000 , -  (se ra tus  r i bu  rup iah )  

set i ap  har i  set i ap  ia  la l a i  te rh i t ung  se jak  putusan  

dibacakan  sampai  Tergugat  melunas i  hutangnya  kepada  

Penggugat ;

Bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  te l ah  memenuhi  

syara t  fo rma l  dan  d idukung  bukt i  yang  kuat  mohon  putusan  

dapat  d i l aksanakan  te r l eb i h  dahu lu ,  walaupun  ada  upaya  

Hal  5 dar i  12 hal .  Put .  No.  353 K/Pdt .Sus /2010
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hukum :  Banding ,  Kasas i ,  Verze t  ;

Berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  Penggugat  

memohon kepada  Maje l i s  Hakim Pengadi l an  Hubungan Indus t r i a l  

pada  Pengad i l an  Neger i  Medan  yang  memer iksa  perkara  in i  

agar  berkenan  mener ima  gugatan  in i ,  menetapkan  har i  

pers i dangan  dan  memanggi l  para  pihak  se lan ju t nya  mohon 

putusan :

PRIMAIR :

1.1. Mener ima  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya

2.2. Menguatkan  an ju ran  Dinas  Tenaga  Ker ja  dan  Transmig ras i  

Kabupaten  Del i  Serdang  No:560/615 /DTKTR/2008,  tangga l  19  

Jun i  2008 ;

3.3. Menyatakan  dalam  hukum,  Tergugat  berhu tang  kepada  

Penggugat  sebanyak  Rp.20 .746 .000  (dua  puluh  ju ta  tu j uh  

ra tus  empat  pu luh  enam r ibu  rup iah )  ;

4.4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  hutangnya  kepada  

Penggugat  sebanyak  Rp.20 .746 .000  (dua  puluh  ju ta  tu j uh  

ra tus  empat  pu luh  enam r ibu  rup iah )  dengan  tuna i  dan  

seket i ka  ;

5.5. Menyatakan  s i t a  jaminan  yang  dimohonkan  da lam  perkara  

in i  sah  dan berharga  ;

6.6. Menghukum  Tergugat  membayar  uang  paksa  (dwangsom)  

sebanyak  Rp.100.000  (se ra tus  r i bu  rup iah )  /  har i  set i ap  

ia  la l a i  te rh i t u ng  se jak  putusan  d ibacakan  sampai  

Tergugat  melunas i  se lu ruh  hutangnya  kepada  Penggugat ;

7.7. Menyatakan  putusan  dalam perkara  in i  dapat  d i l aksanakan  

te r l eb i h  dahu lu  walaupun  ada  upaya  hukum,  Banding ,  

Kasas i ,  Verze t  ;

8.8. Menyatakan  dalam hukum bahwa Tergugat  te rbuk t i  melakukan  

perbua tan  melawan hukum (onrech t  mat ige  overhe id  daad)  ;

9.9. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  

da lam perkara  in i  ;

SUBSIDAIR:

• Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  la i n ,  mohon  putusan  

yang  adi l  ;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Medan  te lah  mengambi l  

putusan ,  ya i t u  putusan  No.  121/G/2008 /PHI .Medan. ,  tangga l  

30 Desember  2008 yang  amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

• Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian ;

• Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  kepada  Penggugat  

sebaga i  ak iba t  dar i  PHK sebesar  Rp.13.202 .000 , -  ( t i ga  

betas  ju t a  dua ra tus  dua r ibu  rup iah ) ;

• Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

NIHIL

• Menolak  gugatan  Penggugat  se la i n  dan se leb ihnya

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada     Tergugat  /  Pengusaha  pada  tangga l  

30  Maret  2009  kemudian  te rhadapnya  oleh  Tergugat  /  

Pengusaha  (dengan  peran ta raan  kuasanya ,  berdasarkan  sura t  

kuasa  khusus  tangga l  13  Apr i l  2009)   d ia j ukan  permohonan  

kasas i  secara  l i s an  pada  tangga l  16 Apr i l  2009  sebaga imana  

te rnya ta  dar i  akte  permohonan  kasas i  No.  

30/Kas /PHI .G /2009 /PN.Mdn. ,  yang  dibua t  o leh  Pani te ra  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  Neger i  

Medan,  permohonan  mana dise r t a i  dengan  memor i  kasas i  yang  

memuat  a lasan- alasan  yang  di te r ima  di  Kepani te raan  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  Neger i  

te rsebu t  pada tangga l  16 Apr i l  2009;

Bahwa sete lah  i t u  oleh  Penggugat  /  Peker ja  yang  pada  

tangga l  11  November  2009  te l ah  dibe r i t a hukan   ten tang  

memor i  kasas i  dar i  Terguga t  /  Pengusaha  dia j ukan  jawaban  

memor i  kasas i  yang  di te r ima  di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Medan  pada  

tangga l  16 November  2009;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

Hal  7 dar i  12 hal .  Put .  No.  353 K/Pdt .Sus /2010
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i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i /  Tergugat  da lam  memor i  kasas inya  te rsebu t  

pada pokoknya  ia l ah  :

1. Bahwa  ada lah  sangat  ke l i r u  seka l i  pendapat  Pengad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Medan  yang  

menangan i  perkara  in i  te r l a l u  berpedoman/ te r f o kus  kepada  

ANJURAN  yang  dibe r i k an  oleh  Media to r  Kanto r  Dinas  

Kependudukan,  Tenaga  Ker ja  dan  Sosia l  Kabupaten  Del i  

Serdang  yang  mengeluarkan  Sura t  Anju ran  No.  

560/615 /DKTKR/2008,  tangga l  19 Ju l i  2008.  Hal  in i  sangat  

ber ten tangan  dengan  UU No.  2  Tahun  2004  dalam  pasa l  1  

ayat  (12 )  menyebutkan  Media to r  Hubungan  Indus t r i a l  

ber tugas  melakukan  Medias i  dan  mempunyai  kewaj i ban  

member ikan  Anju ran  secara  te r t u l i s  kepada  para  pihak  

yang  berse l i s i h  untuk  menyelesa i kan  perse l i s i h an  hak,  

perse l i s i h an  kepent i ngan ,  perse l i s i h an  pemutusan  

hubungan  ker ja  dan  perse l i s i h an  anta r  ser i ka t  Peker ja  

mela lu i  musyawarah  yang  di tangan i / d i pe r an ta r a i  o leh  

Media to r .  Di  da lam pen je lasan  pasa l  13 ayat  (2 )  UU No.  2  

Tahun  2004,  menyebutkan ,  yang  dimaksudkan  dengan  Anju ran  

te r t u l i s  adalah  pendapat  atau  saran  te r t u l i s  yang  

diusu l kan  oleh  Media to r  kepada  para  pihak  da lam  upaya  

menyelesa i kan  perse l i s i h an  mereka.  Dar i  kete rangan  

te rsebu t  d i  atas  maka  dapat  d iambi l  kes impu lan  bahwa 

Media to r  ada lah  seorang  peran ta ra / penengah  yang  

menangan i  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  berdasarkan  

musyawarah  mufaka t  sa ja ,  bukan  berdasarkan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku ,  dan  o leh  karena  i t u  

kekuatan  hukum  dan  Anjuran  Media to r  ada lah  t i dak  

mengika t  p ihak - p ihak  yang  berse l i s i h .  Maka  o leh  karena  

i t u  apab i l a  Maje l i s  Hakim  memutus  suatu  perkara  

perburuhan  pada  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

berdasarkan /be rpedoman  kepada  Anju ran  Media to r  ada lah  

kesa lahan  yang  sangat  fa ta l  d imana  seharusnya  Maje l i s  
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Hakim di  da lam menangan i  /  memer iksa  dan memutus  perkara  

perburuhan  harus  berdasarkan  kepada  UU No.  13  Tahun  

2003.  Hal  seper t i  in i l a h  yang  te r j ad i  pada  putusan  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  Pengad i l an  Neger i  Medan 

No.  121/G/2008 /PHI .Mdn  tangga l  30 Desember  2008.

2. Bahwa,  Pemohon  Kasas i  menyesa lkan  Maje l i s  Hakim  yang  

menyidangkan  perkara  in i  pada  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  Pengadi l an  Neger i  Medan yang  t i dak  memasukkan  

dalam per t imbangannya  dimana  se jak  tahun  2004  s/d  Tahun  

2006  perusahaan  Pemohon  Kasas i  te l ah  memberhent i kan  

Peker j a  sebanyak  2210  (dua  r ibu  dua ra tus  sepu luh )  orang  

ak iba t  perusahaan  Pemohon Kasas i  mengalami  kerug ian  dan  

t i dak  te r j ad i  perse l i s i h an  dapat  d ise lesa i kan  secara  

keke lua rgaan /musyawarah  mufakat  dengan  Peker j a  dimana  

Peker j a  menger t i  betu l  keadaan  perusahaan.  Hanya  da lam 

tahun  2007,  te r j ad i  perse l i s i h an  anta ra  Pengusaha  dengan  

Peker j a  khususnya  yang  masuk  menjad i  anggota  Ser i ka t  

Peker j a  Selu ruh  Indones ia  (SPSI )  dan  Ser i ka t  Buruh  

Selu ruh  Indones ia  (SBSI )  1992,  yang  te rdapa t  pada  

perusahaan  PT.  Ganda Ser ibu  Utama.

3. Bahwa,  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  juga  t i dak  memasukkan  

per t imbangan  dalam  keputusannya  ten tang  jumlah  Peker j a  

yang  menurun  dras t i s  ak iba t  mengalami  kerug ian  sebaga i  

ber i ku t  :

• Tahun 2004 jumlah  Peker ja  sebesar  1.300  orang

• Tahun 2005 jumlah  Peker ja  sebesar   700 orang  

• Tahun 2006 jumlah  Peker ja  sebesar  210 orang  

• Tahun 2007 s/d  sekarang  sebesar   70 orang

Data  Peker ja  in i  sesua i  yang  di l apo rkan  perusahaan  ke  

Disnaker  setempat  sesua i  UU No.  7  Tahun  1981  ten tang  

kewaj i ban  perusahaan  melaporkan  keadaan  ketenagaker j aan .

4. Bahwa,  sebaga i  ak iba t  kerug ian  yang  te rus  menerus  set i ap  

tahunnya  se jak  tahun  2004  sampai  dengan  tahun  2006,  maka 

perusahaan  Pemohon Kasas i  berada  dalam keadaan  te rpaksa  

Hal  9 dar i  12 hal .  Put .  No.  353 K/Pdt .Sus /2010
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( fo r ce  majeur )  untuk  melakukan  pengurangan  tenaga  ker j a ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :  

Bahwa alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

o leh  karena  Judex  Fact i  te l ah  benar  da lam per t imbangan  dan  

amar  putusannya .  Bahwa  ak iba t  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  

(PHK)  yang  di l akukan  Pemohon /  Tergugat  waj ib  membayar  uang  

pesangon,  UPMK, UPH sebaga imana  di ten tukan  da lam Pasa l  156  

ayat  (2 ) ,  (3 )  dan  (4)  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  dan  

Pasal  167  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  

sebaga imana  diu ra i kan  dalam per t imbangan  karena  perusahaan  

mengalami  kerug ian  te l ah  dipe r i k sa  akuntan  pub l i k  sesua i  

Pasal  167 ayat  (2 )  Undang- Undang No.  13 Tahun 2003;

Bahwa perusahaan  mengalami  kerug ian  yang  te rus  menerus  

ya i t u  se jak  mula i  tahun  2003  sampai  dengan  tahun  2006,  

sebaga imana  has i l  pemer i ksaan  keuangan  dar i  akuntan  pub l i k  

(v i de  bukt i  T.1  sampai  dengan T.3)  ya i t u  :  

• Per iode  tangga l  1  Januar i  2003  sampai  dengan  tangga l  31  

Desember  2003  mengalami  kerug ian  sebesar  

Rp.834.849 .540 ,69  (de lapan  ra tus  t i ga  puluh  empat  ju t a  

de lapan  ra tus  empat  pu luh  sembi lan  r ibu  l ima  ra tus  empat  

pu luh  rup iah  enam pu luh  sembi lan  sen) ;

• Per iode  tangga l  1  Januar i  2004  sampai  dengan  tangga l  31  

Desember  2004  mengalami  kerug ian  sebesar  

Rp.339.577 .237 ,06  ( t i ga  ra tus  t i ga  puluh  sembi lan  ju ta  

l ima  ra tus  tu juh  puluh  tu j uh  r ibu  dua  ra tus  t i ga  puluh  

tu j uh  rup iah  enam sen) ;

• Per iode  tangga l  1  Januar i  2005  sampai  dengan  tangga l  31  

Desember  2005  mengalami  kerug ian  sebesar  

Rp.1 .124 .001 .886 ,90  (sa tu  mi lya r  sera tus  dua  puluh  empat  

ju ta  ser i bu  delapan  ra tus  delapan  pu luh  enam  rup iah  

sembi lan  puluh  sen) ;

• Per iode  tangga l  1  Januar i  2006  sampai  dengan  tangga l  31  

Desember  2006  mengalami  kerug ian  sebesar  
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Rp.609.969 .409 ,70  (enam  ra tus  sembi lan  ju t a  sembi l an  

ra tus  enam  puluh  sembi lan  r i bu  empat  ra tus  sembi l an  

rup iah  tu j uh  puluh  sen)

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  

lag i  pu la  te rnya ta  bahwa putusan  Judex  Fact i  da lam perkara  

in i  t i dak  ber ten tangan  dengan  hukum dan/a tau  undang- undang,  

maka permohonan  kasas i  yang  dia jukan  oleh  Pemohon Kasas i  :  

Haryo  Padmo Asmono te rsebu t  harus  d i t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa  karena  ni l a i  gugatan  dalam  perkara  

in i  d i  bawah  Rp.150.000 .000 , -  (se ra tus  l ima  puluh  ju ta  

rup iah )  maka  pihak - pihak  yang  berperka ra  t i dak  dikenakan  

biaya  perkara  dan  berdasarkan  pasa l  58  Undang- Undang  No.  2 

Tahun 2004 biaya  perkara  dibebankan  kepada  Negara ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  48  

Tahun  2009,  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

yang  te lah  diubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  3 

Tahun  2009,  Undang- Undang  No.  2 Tahun  2004  ser ta  pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  :  HARYO 

PADMO ASMONO te r sebu t  ;

Membebankan  biaya  perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  

kepada  Negara ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung   pada  har i  Rabu  tangga l  15  Desember  2010 

oleh  Dr.  H.  Imam Soebech i ,  SH. ,  MH.,  Hakim  Agung  yang  

di te t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i   Ketua  

Maje l i s ,  Ar ie f  Soedj i t o ,  SH. ,  dan  Jono  Sihono,  SH. ,  Hakim-

Hakim  Ad Hoc PHI  pada  Mahkamah Agung  sebaga i  Anggota ,  dan  

diucapkan  dalam  s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  

juga  oleh  Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  

te rsebu t  dan d iban tu  o leh  Rahayun ings i h ,  SH. ,  MH.,  Pani te ra  

Penggant i  dengan t i dak  dihad i r i  o leh  para  p ihak  ;

Hal  11 dar i  12 hal .  Put .  No.  353 K/Pdt .Sus /2010
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unt uk sal i nan
MAHKAMAH  AGUNG R. I

a. n.  Pani t er a
Pani t er a Muda Per dat a Khusus

Rahmi  Mul yat i ,  S. H,  M. H.
NI P.    :  040 049 629

Hakim- Hakim Anggota   Ketua

t t d  /  Ar ie f  Soedj i t o ,  SH. , t t d  /  Dr .  H.  Imam 

Soebech i ,  SH. ,  MH.,

t t d  /  Jono  Sihono ,  SH. ,

  Pani te ra  

Penggant i

    t t d  /  Rahayun ings ih ,  

SH. ,  MH.,  
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